
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1512, 2017 KEMENAG. ORTA. UPT Asrama Haji. Perubahan.  

 

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  41  TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA  

NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  

UNIT PELAKSANA TEKNIS ASRAMA HAJI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN  YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan 

penyelenggaraan ibadah haji secara efektif, efisien, dan 

akuntabel, perlu membentuk unit pelaksana teknis 

asrama haji Bekasi; 

b. bahwa organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis 

asrama haji Bekasi telah mendapat persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

sesuai dengan surat Nomor B/406/M.KT.01/2017 

mengenai Usul Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 

Asrama Haji Bekasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah 

Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama 

Haji; 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.1512 -2- 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 44 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Asrama Haji; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5061); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi 

Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di 

Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 325); 

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian 
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Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 851); 

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 534); 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama 

Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1739);  

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 44 TAHUN 2014 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 

TEKNIS ASRAMA HAJI. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Asrama Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1739) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

Asrama Haji Embarkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (3) terdiri atas: 

a. Asrama Haji Aceh; 

b. Asrama Haji Medan; 

c. Asrama Haji Padang; 

d. Asrama Haji Jakarta; 
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e. Asrama Haji Surabaya; 

f. Asrama Haji Banjarmasin; 

g. Asrama Haji Balikpapan;  

h. Asrama Haji Makassar; 

i. Asrama Haji Lombok; dan 

j. Asrama Haji Bekasi. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.          

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  30 Oktober 2017 

 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Oktober 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

            ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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